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ISU PENANGANAN URUSAN KELAUTAN

Penetapan garis batas wilayah teritorial laut Indonesia dengan
negara tetangga

Pengawasan dan Keamanan Laut

Daya saing pengelolaan dan pemanfaatan hasil laut dengan
negara lain

Kesenjangan ekonomi antara daratan utama dan pulau-pulau
kecil

Dampak perubahan iklim




POLA PIKIR PENATAAN KELEMBAGAAN SEBAGAI DELIVERY MECHANISM
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PERAN PEMERINTAH

* Pengaturan/kebijakan
* Pelaksanaan
* Pemberdayaan
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Penataan ulang kelembagaan pemerintah

desentralistik

Rekomendasi

Makro Arsitektur Organisasi
Pemerintah Pusat MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Perubahan manajemen SDM aparatur

2. Perubahan sistem manajemen kinerja
« Pengelompokan kelembagaan 3. Perubahan tata kelola pemerintahan
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* Tata laksana
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UNDANG-UNDANG TERKAIT URUSAN KELAUTAN
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PENANGANAN URUSAN KELAUTAN YANG TERFRAGMENTASI
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Fokus Reformasi Bidang Kelembagaan
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Kondisi saat ini Kondisi diharapkan

Consolidated
Organization

Fragmented

Organization

*

* Prioritas Nasional (RPJP/RPJMN/MP3EI)
* Visi dan Misi Presiden Terpilih
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Reformasi Kelembagaan Pemerintah

FOKUS BIDANG PEMBANGUNAN SESUAI RPJIMN 2015-2019

Maritim/Kelautan RPJMN - 4
‘ CORE: (2020'2024)
Urusanyang Mewujudkan masyarakat
‘ mendorong ekonomi RP]MN - 3 Indom]esia yang 4
| kompetitif
- (2015-2019) /mandiri, maju, adil dan
LEVERAGE: makmur melalui
35152% \I/\:nlgPPr(iErll((ait Memantapkan percepatan
I Rttt pembangunan secara pembangunan di segala
ENABLER: m enyeluruh dengan bldail{g dengan struktur
Urusanyang terkait perekonomian yang
dengan kedaulatan r/n,e,ne’ka'nkan D kokoh berlandaskan
s _--pembangunan L keunggulan kompetitif.
% keunggulan kompetitif
/ perekonomian yang N
: berbasis SDA yang i
RPJMN - 2 \\\ tersedia, SDM yang /,'
(2010-2014) *._ / |berkualitas, serta
Memantapkan penataan kembali ke mampuan IPTEK
RPJMN - 1 NKRI, meningkatkan kualitas | = ~~-__ =~ __
(2005-2009) > SDM, membangun kemampuan B
iptek, memperkuat daya saing
Menata kembali NKRI, perekonomian
membangun Indonesia yang aman

dan damai, yang adil dan
demokratis, dengan tingkat ............................................................................................................ |

i hemene e i Urusan kelautan merupakan leverage bagi pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian dalam konteks
. RPJMN tahap 3 (2014-2019). j




Fungsi Saat Ini

Kelautan (KKP)

Pesisir dan Pulau-pulau kecil
(KKP)

Perikanan (KKP)

Sumber daya laut (KKP)
Keamanan Laut (KKP,
Bakorkamla, TNI, POLRI)
Konservasi Kawasan Laut
(KKP, Kem.Hut, Kem.LH)
Pelayaran (Kem.Hub)
Cagar Budaya bawah laut
(Kem.Dikbud)

Konsolidasi Penanganan

Urusan Kelautan

ISU DAN TANTANGAN

Belum maksimalnya
pemanfaatan potensi ekonomi
laut

Belum efektifnya pengawasan
sumber daya kelautan dan
perikanan

Belum efektifnya penjagaan
keamanan laut

Belum terpadunya

FungsilYang Diinginkan

Pengelolaan dan
Konservasi Sumber Daya
Laut
* Pemanfaatan Hasil Laut
Ketahanan Ekonomi

penanganan urusan kel Wilayah Laut
‘ * Pengawasan Sumber
Daya Laut

*—Pengembangan Potensi
Perikanan Budidaya

* Penjagaan keamanan
laut yang efektif



Rekomendasi Struktur Organisasi terhadap Kementerian
yang Menangani Urusan Maritim

Menteri yang Menangani Urusan

Maritim

Unsur

Unsur Pembantu

Pengawasan

Pimpinan

Fungsi Pengelolaan
dan Konservasi SD
Laut

Fungsi Pengawasan
dan Keamanan Laut

Fungsi Pengembangan Fungsi Pengolahan,

Potensi dan Pengembangan dan

Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Hasil
Laut Perikanan
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